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Abstract 

 This study aims to determine how the Village Consultative Body (BAPEKAM) functions in development 

in Benteng Hulu Village, Mempura District, Siak Regency. The indicators in this study are the functions of the 

Village Consultative Body, namely discussing and agreeing on Village Regulations with the Penghulu, 

accommodating and channeling the aspirations of the Village community, and supervising the performance of the 

Village Penghulu. The method used in this study is a descriptive and qualitative method. The techniques used for 

data collection in this study are observation, interviews, and documentation. Based on the data analysis techniques 

used in this study, researchers went into the field to conduct research and concluded that the function of the Village 

Consultative Body (BAPEKAM) in the development of Benteng Hulu Village began with coordination between 

the Village Consultative Body, the Village Government, and the village community, but the lack of participation 

of BAPEKAM members and the community in deliberations and the lack of BAPEKAM supervision of the 

performance of the Village Government so that there are several developments that are not on target and not in 

accordance with their planning. 
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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan 

Kampung (BAPEKAM) dalam pembangunan di Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura 

Kabupaten Siak. Indikator pada penelitian ini adalah fungsi dari Badan Permusyawaratan Kampung 

yaitu membahas dan menyepakati Peraturan Kampung bersama Penghulu, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung, melakukan pengawasan terhadap kinerja Penghulu 

Kampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode deskriptif dan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan 

data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Berdasarkan teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini peneliti terjun kelapangan melakukan penelitian dan 

menyimpulkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dalam pembangunan 

Kampung Benteng Hulu di awali dengan koordinasi antara Badan Permusyawaratan Kampung, 

Pemerintah Kampung, dan masyarakat kampung, akan tetapi kurangnya partisipasi anggota 

BAPEKAM dan masyarakat dalam musyawarah serta kurangnya pengawasan BAPEKAM terhadap 

kinerja Pemerintah Kampung sehingga terdapat beberapa pembangunan yang tidak tepat sasaran dan 

tidak sesuai dengan perencanannya 
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Pendahuluan 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung terdapat suatu lembaga legislatif di 

tingkat Kampung yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

kegiatan di Kampung yaitu Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) yang mewakili 

penduduk Kampung sebagai lembaga yang mewujudkan demokarsi dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Kampung. 

Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) sebagai 

bagian dari Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan karena mereka dapat berinteraksi langsung kepada masyarakat 

mengenai apa yang mereka perlukan untuk mencapai keadilan secara merata. Oleh karena 

itu, Pemerintahan Kampung harus diperkuat dan diarahkan untuk menciptakan 

pemerintahan yang tanggap terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat Kampung.  

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

Penamaan Desa Menjadi Kampung mendefinisikan kampung sebagai kesatuan masyarakat 

hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari perubahan nama ini adalah 

untuk mempertahankan nama lama yang digunakan untuk desa sebelum terbentuknya 

kabupaten Siak dan menata kembali nama desa dalam bahasa melayu dengan sebutan 

"kampung" di kabupaten Siak. 

Dengan ditetapkannya perubahan penamaan Desa menjadi Kampung maka nama 

badan pemerintahaan Desa pun ikut berubah yaitu Kepala Desa menjadi Penghulu, Sekretaris 

Desa menjadi Kerani, Kepala Urusan menjadi Juru Tulis, Rukun Warga menjadi Rukun 

Kampung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Kampung 

(BAPEKAM). 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan 

Permusyawaratan Kampung menjelaskan bahwa Pemerintahan Kampung adalah 

penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dah Badan 

Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan 

Kampung  merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. 

Badan Permusyawaratan Kampung mempunyai kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, 

hak dan kewajiban, hal ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 

Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung sebagai berikut : 

1. Kedudukan BAPEKAM 

a. BAPEKAM sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan Pemerintahan Kampung. 

b. BAPEKAM sebagai wadah untuk menjalankan Demokrasi Pancasila. 

2. Fungsi BAPEKAM 

a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama Penghulu. 
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b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung. 

c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Penghulu. 

3. Tugas dan wewenang BAPEKAM  

a. Membahas rancangan Peraturan Kampung bersama Penghulu. 

b. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan 

Penghulu. 

c. Memberikan usulan pengangkatan dan pemberhentian penghulu. 

d. Menyiapkan panitia untuk pemilihan Penghulu. 

e. Memenggali, menerima, mengumpulkan, memilah dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. 

f. Menyelenggarakan perubahan Peraturan Kampung bersama Penghulu. 

g. Membuat kode etik BAPEKAM. 

h. Menentukan calon Penghulu terpilih. 

4. BAPEKAM mempunyai hak 

a. Sebagai pengawas dan meminta Pemerintah Kampung untuk menjelaskan tentang 

pelaksanaan Pemerintahan Kampung 

b. Menyatakan pendapatnya tentang pelaksanaan Pemerintahan Kampung, pembangunan 

Kampung, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat Kampung 

c. Mendapatkan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Kampung 

5. Kewajiban anggota BAPEKAM 

a. Menaati dan menjalankan Pancasila, menjalankan Undang-Undang Dasar Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika 

b. Menjalankan demokrasi yang berkeadilan gender dalam pengelolaan Pemerintahan 

Kampung. 

c. Menerima, mengumpulkan, memprioritaskan dan melanjutkan aspirasi masyarakat 

Kampung kepada Pemerintah Kampung. 

d. Memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 

e. Menyelesaikan proses pemilihan Penghulu. 

f. Menjaga standar dan prinsip moral dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan Kampung. 

g. Menghargai prinsip sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat. 

h. Menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat. 

i. Menjaga reputasi BAPEKAM. 

j. Mengikuti dan melaksanakan sumpah pelantikan 

 Badan Permusyawaratan Kampung dan penghulu harus menjalin hubungan yang 

positif, karena penghulu sebagai pemimpin memerlukan kehadiran Badan Permusyawaran 

Kampung yang berperan menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan memberikan 

pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kampung agar lebih demokratis, terarah 

dan membuatnya lebih transparan. Badan Permusyawaratan Kampung mempunyai 

kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban, hal ini dijelaskan dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung. 
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 Sebagai badan pengawas, Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) 

ditugaskan untuk mengelola pelaksanaan kebijakan Kampung, Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Kampung (APBKampung) dan mengevaluasi keputusan Penghulu. Selain itu, 

organisasi kemasyarakatan Kampung dapat dibentuk dengan mempertimbangkan 

kepentingan dan kebutuhan Kampung agar meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam 

pembangunan Kampung.  

 Fungsi BAPEKAM sebagai Pengawas Kinerja  Penghulu terhambat karena masih 

adanya rasa segan dan kurangnya kesadaran individu dari anggota BAPEKAM akan 

kedudukannya yang sejajar dengan pemerintah Kampung. Sebagai penyalur aspirasi 

masyarakat Kampung dimana diketahui masyarakat menyampaikan aspirasi terhadap 

BAPEKAM melalui RT/RW , Kepala Dusun serta Pemuka atau tokoh yang dituakan dalam 

lingkungan masyarakat yang dipilih langsung maupun melalui kegiatan musyawarah 

Kampung. Usulan-usulan tersebut di data BAPEKAM dan dikoreksi untuk mempertibangkan 

suatu usulan yang meliputi tujuan kepentingan semua warga Kampung bukan untuk 

keperluan pribadi atau dari suatu kelompok dan golongan tertentu dan usulan tersebut akan 

dipertimbangkan lagi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung 

(MUSRENBANG). 

 Pelaksanaan rancangan pembangunan Kampung sangatlah dibutuhkan keikutsertaan 

masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan 

kebutuhannya , semakin banyak masyarakat yang terlibat maka hasil Musyawarah Kampung 

menjadi semakin adil dihadapan masyarakat. Karena itu Musyawarah Kampung dibuat 

untuk umum dan tidak bersifat rahasia. Permendes No.21 Tahun 2020 menjadi acuan dalam 

melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (MUSRENBANG). Di 

samping itu, ketentuan mengenai Musrenbang juga disebutkan dalam  Permendagri No.114 

Tahun 2014. Musrenbang Kampung merupakan musyawarah Badan Permusyawaratan 

Kampung dengan Pemerintah Kampung serta unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Kampung Untuk menetapkan program, kegiatan, maupun Pembangunan yang 

dibutuhkan Kampung yang didanai oleh APBKampung, swadaya masyarakat Kampung, 

dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

pasal 54, Musyawarah Kampung harus diadakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung 

untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai perencanaan dan tujuan kedepannya 

yang strategis untuk Kampung. Salah satu hal penting yang perlu dibahas saat muncul atau 

diperlukan, termasuk pembentukan atau pembubaran BUMKampung, pengelolaan atau 

pengalihan aset Kampung, koordinasi antar Kampung, dan pengkajian RPJM. Masalah 

strategis yang perlu didiskusikan setiap tahun meliputi penetapan kepentingan utama belanja 

Kampung sesuai dengan yang dibutuhkan Kampung serta pertanggungjawaban atas 

penyelenggaraan pembangunan pada tahun sebelumnya. Musyawarah Kampung 

dilaksanakan oleh BAPEKAM dengan dana yang bersumber dari APBKampung. Kegiatan ini 

sangat penting untuk mewujudkan demokrasi yang berlandaskan musyawarah, di mana 

keputusan penting yang berpengaruh pada kehidupan warga Kampung diambil bukan hanya 

oleh Pemerintah Kampung, tetapi juga oleh seluruh elemen masyarakat. 
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Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi 

 Menurut Zulkifli (2009; 8) administrasi adalah proses aktivitas yang mencakup 

keseluruhan proses di mana berbagai individu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

 Menurut White (Syafri 2012;9) Administration can be defined as the activities of group 

efforts, public, private, civil or military. Jadi, baginya administrasi adalah suatu proses yang 

umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil 

maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.  

 Menurut Siagian (dalam Syafie 2010;14) Administrasi adalah keseluruhan proses 

pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada 

umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai  tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya.  Sedangkan menurut Adams (Syafri 2012;8) administrasi adalah 

kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial. 

Konsep Organisasi 

 Definisi organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu perspektif yang tetap 

dan perspektif yang berubah. Organisasi apabila dilihat dari sudut pandang yang tetap, 

mengandung makna sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, 

organisasi dapat dipahami sebagai tempat, ruang, atau sarana bagi individu-individu yang 

bekerja sama dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Di dalam ruang kegiatan ini, setiap 

individu harus memahami peran mereka masinng-masing dengan jelas. Setiap organisasi 

memiliki pola dasar dari struktur yang tetap, namun tidak menetup kemungkinan adanya 

perkembangan seusai dengan kondisi yang dihadapi oleh organisasi tersebut. 

 Pengertian organisasi yang memiliki sifat dinamis dapat dipahami melalui berbagai 

aspek seperti dinamika, kegiatan yang berlangsung, serta pola interaksi kerja yang ada di 

dalam organisasi, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Interaksi yang bersifat resmi 

dapat dilihat pada struktur kerja yang mencakup semua tanggung jawab dari organisasi yang 

telah disahkan secara formal. Sementara itu, interaksi yang bersifat informal tampak dalam 

perilaku dan tindakan setiap anggota dalam menjalin hubungan pribadi, baik antara atasan 

dan bawahan maupun di antara sesama rekan kerja 

Konsep Manajemen 

 Dalam Badrudin 2017;3 menyatakan bahwa manajemen adalah kombinasi seni dan 

ilmu yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan 

pengawasan sumber daya guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Badrudin (2017;2) 

berpendapat bahwa manajemen adalah suatu disiplin ilmu yang bertugas untuk menemukan 

kebenaran dalam aspek teoritis dan metodologis yang harus diuji dan dibuktikan dengan 

fakta atau data yang obyektif. Oleh sebab itu, pengembangan ilmu manajemen adalah hal 

yang krusial untuk memperoleh kebenaran dalam bidang ilmu. 
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 Terry, 2014) menjelaskan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dinamakan 

manajemen, dan individu yang melaksanakan proses ini disebut sebagai manajer. 

Konsep Pemerintah Kampung 

 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Mengenai Penggantian Nama 

Desa Menjadi Kampung, Kampung sebagai sebutan alternatif untuk desa adalah sebuah 

entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang dalam mengatur 

dan menangani urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan 

inisiatif komunitas, hak asal, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari perubahan nama ini 

adalah untuk menjaga penggunaan nama lama yang sebelumnya ada sebelum pendirian 

kabupaten Siak dan merapikan penamaan dalam bahasa melayu untuk desa menjadi 

kampung di kabupaten Siak. 

 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menyatakan bahwa desa 

merupakan suatu komunitas hukum yang memiliki batasan wilayah yang jelas, serta berhak 

untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Hal ini 

berdasarkan pada sejarah dan tradisi lokal yang diakui atau dibentuk dalam kerangka 

Pemerintahan Nasional dan terletak di wilayah kabupaten atau kota.. Landasan pemikiran 

dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Konsep Badan Permusyawaratan Kampung 

 Abdullah (2007:171) menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa, yang 

selanjutnya disingkat BPD, merupakan sebuah organisasi yang sebelumnya dikenal sebagai 

Badan Perwakilan Desa, dengan tugas untuk bersama Kepala Desa menyusun Peraturan Desa 

dan menampung serta mengalirkan aspirasi dari masyarakat. 

 Menurut Widjaja (2003) dalam karyanya berjudul “otonomi desa”, badan 

permusyawaratan desa diartikan sebagai sarana yang merefleksikan prinsip demokrasi dalam 

pengelolaan pemerintahan di tingkat desa. BPD memiliki peran krusial dalam pelaksanaan 

tata kelola pemerintahan desa dengan sejumlah fungsi sebagai berikut: 

a. Menetapkan dan merancang peraturan kampung bersama penghulu kampung  dalam 

menetapkan Rancangan peraturan kampung bersama penghulu kampung bersama 

penghulu kampung merupakan keaktifan badan permusyawaratan kampung Dalam 

perlibatan nya dalam proses pembuatan peraturan kampung melakukan perumusan 

peraturan kampung serta menetapkan produk peraturan kampung guna diharapkan 

dapat membawa manfaat yang besar dengan adanya peraturan tersebut kesejahteraan 

bagi masyarakat kampung petualang yang kemudian dilanjutkan dengan proses 

pengesahan peraturan kampung. dan yang terpenting juga memiliki hak dalam tidak 

menerbitkannya produk peraturan kampung yang sudah dahulu ada ada sekiranya 

belum dapat menghasilkan dampak yang baik dalam perkembangan keberlangsungan 

masyarakat kampung. 
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b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kampung Menampung dan 

menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang ada di masyarakat guna di serap dan di 

sampaikan dalam rapat sehingga dari aspirasi tersebut bisa terbentuk sebuah peraturan 

kampung. 

c. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggraan peraturan Kampung dan peraturan 

Penghulu Kampung. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan 

Kampung dan peraturan kampung badan permusyawaratan juga memiliki tugas yang 

sangat penting di mana mengawasi keberlangsungan untuk menahan perwujutan 

peraturan kampung serta keputusan dari pembentukan peraturan yang terlebih dahulu 

ditetapkan, bapekam tidak mesti berfokus pada pengawasan penghulu Kampung juga 

mampu memonitor Pengalokasian dana kampung guna dana tersebut dapat 

dimanfaatkan serta diserap memenuhi kebutuhan masyarakat Kampung secara 

maksimal. 

Konsep Fungsi 

 Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan 

suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut J.S. Badudu dan Sutan 

Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu dan Sutan, 1996:412), 

mengemukakan “fungsi adalah jabatan atau kedudukan”. Dari pendapat tersebut diketahui 

bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan 

akan tugas dan fungsinya.  

 Sejalan dengan pendapat yang disebutkan, Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan 

Saefullah (Sule, 2006:8) menjelaskan bahwa "fungsi-fungsi manajemen adalah sekumpulan 

aktivitas yang dilakukan dalam manajemen sesuai dengan tiap fungsi dan mengikuti langkah-

langkah tertentu dalam pelaksanaannya. 

Konsep Pembangunan 

 Pembangunan Negara dan Bangsa bertujuan untuk menciptakan sebuah negara yang 

seimbang dan makmur, baik dari segi materi maupun spiritual, yang berlandaskan pada 

Pancasila dan UUD 1945 serta dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks 

ini, pembangunan memiliki sifat sebagai proses yang berkesinambungan yang mencerminkan 

kemajuan serta perbaikan menuju tujuan yang diinginkan. 

 Sedangkan pendapat Agus Suryono (2008 : 62) konsep pembangunan adalah usaha 

harus selalu dilakukan dengan tujuan memposisikan individu pada posisi dan perannya 

secara wajar yakni sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan 

dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras, dan 

dinamis, sedangkan kedalam mampu menciptakan keseimbangan. 

Metode 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan survey deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa 

yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan 
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dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh 

sebuah kebenaran, metode ini  berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan 

dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Dalam 

Pembangunan Di Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak  

1. Membahas dan Menyepakati  Rancangan Peraturan Kampung Bersama   Penghulu 

Kampung 

 Fungsi pengawasan dan penyepakatan peraturan kampung bersama Penghulu 

Kampung Benteng Hulu telah berjalan cukup baik. BAPEKAM memiliki aturan kuorum 

(kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan 

sebagainya agar dapat mengesahkan suatu putusan. Biasanya kuorum terdiri lebih dari 

separuh jumlah anggota yang hadir dalam rapat). Minimal 60% anggota hadir untuk 

membhas dan menyepakati peraturan kampung, dimana dalam pelaksanaannya pernah 

beberapa kali rapat yang diselenggarakan terbatal sebab kurangnya kehadiran dari anggota 

BAPEKAM dalam membahas dan menyepakati Peraturan Kampung, namun BAPEKAM 

tetap berupaya menjalankan fungsinya dengan melibatkan berbagai pihak untuk menjaga 

kepentingan bersama, serta melakukan evaluasi kinerja berdasarkan indikator yang 

ditetapkan terutama dalam hal anggaran dan perencanaan pembangunan di Kampung 

Benteng Hulu 

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kampung 

 BAPEKAM Menurut penjelasan Bapak Sulaiman, BAPEKAM menerima dan 

meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kampung dengan mempertimbangkan 

prioritas dan ketersediaan dana, dimana fokus utama adalah pembangunan infrastruktur di 

Kampung Benteng Hulu, namun menghadapi kendala seperti luasnya wilayah, kepadatan 

penduduk, keterbatasan anggaran, dan kurangnya komunikasi antara BAPEKAM dengan 

masyarakat sehingga perlu peningkatan peran BAPEKAM sebagai penghubung aspirasi 

masyarakat dengan keinginan Benteng Hulu. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan 

masyarakat, terlihat bahwa BAPEKAM masih kurang proaktif dalam menjemput aspirasi 

warga, terutama dalam mengidentifikasi dan menyerap keluhan yang menjadi fokus utama 

masyarakat Kampung Benteng Hulu. 

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung 

(BAPEKAM) Di Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura 

 Menurut Penghulu Kampung Benteng Hulu, salah satu faktor utama yang 

menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) adalah kurangnya 

pemahaman anggota tentang peran dan tanggung jawabnya. 

 Tanpa pembekalan yang memadai, anggota BAPEKAM mungkin mengalami 

kesulitan dalam menjalankan perannya secara efektif, terutama dalam hal: Pengawasan 

terhadap Pemerintahan Kampung Kurangnya pemahaman tentang undang-undang dan tata 
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kelola pemerintahan dapat menghambat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan 

kampung. 

 Penyaluran Aspirasi Masyarakat: Jika anggota BAPEKAM tidak memahami 

bagaimana menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat, keberadaan mereka menjadi 

kurang efektif. 

      Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Kampung Kebijakan yang dibuat kurang 

optimal atau tidak sesuai dengan kebutuhan dapat dihasilkan karena tidak memahami 

regulasi dan peraturan.   Kendala Organisasi seperti, Kurangnya koordinasi antar anggota 

BAPEKAM, Rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat dan pertemuan. Keterbatasan 

Anggaran seperti, Terbatasnya dana operasional untuk menjalankan program, Kurangnya 

insentif untuk anggota BAPEKAM,dan  Minimnya sarana dan prasarana pendukung. 

Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi dan peran penting BAPEKAM dalam 

pembangunan kampung, Rendahnya pemahaman tentang manfaat keterlibatan masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat masih menganggap BAPEKAM hanya 

sebagai formalitas kelembagaan, dan Kurangnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi 

BAPEKAM kepada masyarakat. 

Hambatan Struktural 

- Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah  

Minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan permasalahan 

BAPEKAM, Terbatasnya program pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan 

kapasitas anggota BAPEKAM, Kurangnya bantuan teknis dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi BAPEKAM, Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi dari pemerintah daerah  

- Terbatasnya akses terhadap informasi dan program pembangunan 

Kurangnya sosialisasi program-program pembangunan dari tingkat kabupaten/kota, 

Minimnya kesempatan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan di tingkat yang 

lebih tinggi. Kendala-kendala tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas 

BAPEKAM dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat 

kampung. Diperlukan upaya sistematis dan dukungan dari berbagai pihak untuk 

mengatasi hambatan-hambatan tersebut guna meningkatkan kinerja BAPEKAM dalam 

melayani masyarakat dan mendukung pembangunan Kampung Benteng Hulu. 

Kesimpulan 

Masih rendahnya pemahaman anggota BAPEKAM tentang proses legislasi, Kurangnya 

koordinasi antara BAPEKAM dengan Penghulu dalam pembahasan peraturan, Minimnya 

inisiatif BAPEKAM dalam mengusulkan rancangan peraturan kampung. Menampung dan 

Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kampung 

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih rendah, Tindak lanjut terhadap aspirasi 

masyarakat masih lambat, Koordinasi dengan pemerintah kampung dalam menindaklanjuti 

aspirasi belum optimal. Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Penghulu Belum adanya 
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sistem pengawasan yang terstruktur, Keterbatasan pemahaman tentang mekanisme 

pengawasan, Kurangnya ketegasan dalam melakukan fungsi pengawasan. Hubungan antara 

BAPEKAM dan Penghulu Kampung Tualang terjalin dengan harmonis. Keduanya 

memahami serta menghormati peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tercipta 

sistem pemerintahan yang profesional. Dengan sikap saling menghargai dan menjalankan 

fungsi pengawasan secara seimbang, mereka mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan 

Kampung Benteng Hulu yang baik dan transparan. 
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